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Kata Pengantar

Badan Litbang dan Inovasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini 
Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan 
Perubahan Iklim bekerja sama dengan Australian 
Centre for International Agricultural Research 
(ACIAR) dalam proyek kerja sama penelitian 
“Enhancing Community-Based Comercial Forestry 
in Indonesia”.  Salah satu kegiatan proyek penelitian ini adalah 
kajian sertifikasi kayu rakyat di Indonesia, dengan output salah 
satunya berupa Panduan SVLK untuk Petani Hutan Hak. Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bersifat mandatory, sehingga 
perlu adanya dukungan semua pihak dalam penerapannya di 
lapangan. Dalam panduan praktis ini dijelaskan secara ringkas 
tentang SVLK, proses pengajuan, dan manfaat yang didapatkan 
oleh petani, sehingga dapat menggambarkan SVLK secara 
menyeluruh. Dengan panduan ini diharapkan akan memudahkan 
Petani Hutan Hak mempersiapkan diri dalam proses sertifikasi 
dengan atau tanpa pendampingan. 

Bogor,  Maret 2018
Kepala Pusat

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
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Foreword

Small holder timber plantations increasingly 
play important roles in forestry development in 
Indonesia. The plantations supply significant 
volume of timber to wood based industries.

Timber Legality Assurance System (TLAS) 
or Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) is a 
mechanism from the Government of Indonesia to 
open widely timber market access while assuring the sustainability 
and legality of the traded timber. The TLAS is also targeted to 
support smallholder timber to be able to penetrate timber export 
market. This TLAS guideline is prepared for smallholders to make 
them easily understand and participate in the mechanism.

High appreciation and gratitude for authors of this guideline. 
As the “Enhancing Community Based Commercial Forestry in 
Indonesia” project leader, I do hope this guideline will be useful for 
the main target. i.e. smallholders and support Indonesian timber 
plantation program.

Sunshine Coast, March 2018
Project Leader

Dr. Digby Race
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Daftar Singkatan

ACIAR : Australian Centre for International Agricultural 
Research

DKP : Daftar Kesesuaian Pemasok 
IRT : Industri Rumah Tangga
KAN : Komite Akreditasi Nasional
LP&VI : Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen
LVLK : Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
PI : Pemantau Independen
SKAU : Surat Keterangan Asal Usul Kayu
S-LK : Sertifikat Legalitas Kayu
S-PHPL : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
SVLK : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TLAS : Timber Legality Assurance System



6

Daftar Isi

Kata Pengantar .............................................................................  3
Foreword ......................................................................................  4
Daftar Singkatan ...........................................................................  5
Daftar Isi .......................................................................................  6
PENDAHULUAN ............................................................................  7
 Mengapa panduan ini penting? ............................................  8
 Tujuan penyusunan panduan ................................................  8
 Siapa yang dapat menggunakan panduan ini? .....................  8
 Apa yang dibahas dalam panduan ini? .................................  9
PENGENALAN SVLK .......................................................................  10
 Pengertian SVLK ....................................................................  10
 Jenis SVLK ..............................................................................  10
 Tanda V-Legal ........................................................................  12
 Siapa yang menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu? ...............  12
 Berapa lama Sertifikat Legalitas Kayu berlaku? ....................  13
SVLK KAYU HUTAN HAK ................................................................  15
 Bagaimana pemilik hutan hak mengajukan S-LK? .................  15
 Dokumen apa saja yang harus disiapkan? ............................  16
 Proses  pengajuan S-LK .........................................................  17
 Proses Khusus .......................................................................  19
  Audit khusus ....................................................................  19
  Pembekuan dan pencabutan S-LK ...................................  20 
  Transfer sertifikat .............................................................  20
DOKUMEN KESESUAIAN PEMASOK (DKP) ....................................  21
MANFAAT SVLK KAYU HUTAN HAK ...............................................  22
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................  24
Lampiran 1. Daftar LV-LK ..............................................................  26
Lampiran 2. Format Blangko Nota Angkutan ................................  30
Lampiran 3. Format Blangko Nota Angkutan Lanjutan .................  31



7

PENDAHULUAN

Panduan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk 
petani hutan hak ini berisi informasi singkat mengenai prosedur 
pengajuan sertifikasi kayu yang dihasilkan dari hutan hak. Hutan 
hak yang dimaksud dalam panduan ini meliputi hutan rakyat dan 
hutan adat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan.

SVLK merupakan mekanisme yang digunakan untuk menilai 
keabsahan kayu yang diperdagangkan. Penilaian tersebut ber-
dasarkan pemenuhan dokumen sesuai yang dipersyaratkan. 

SVLK bersifat wajib atau dikenal juga dengan istilah man-
datory. Dengan SVLK berarti kayu tersebut dijamin berasal dari 
kegiatan penebangan yang legal. 
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Mengapa panduan ini penting?

Saat ini produksi kayu dari hutan alam di Indonesia 
semakin terbatas sehingga hasil produksi kayu dari hutan hak 
memiliki peluang untuk mengisi permintaan pasar. Agar hasil 
produksi kayu hutan hak dapat menembus pasar internasional, 
maka petani hutan perlu memiliki pemahaman mengenai sistem 
sertifikasi kayu. 

Penerapan sertifikasi legalitas kayu penting, tidak hanya 
membantu memastikan keabsahan kayu yang diperdagangkan, 
namun juga meningkatkan posisi tawar petani serta membuka 
peluang pasar yang lebih luas bagi produk kayu dari hutan hak.

Prosedur mendapatkan SVLK ditetapkan dalam peraturan 
perundangan baik Peraturan Menteri maupun Peraturan Dirjen. 
Untuk memudahkan petani memahami aturan tersebut, diper-
lukan panduan praktis bagi petani sehingga bahasa per aturan 
perundangan tersebut dapat disajikan secara mudah dan seder-
hana.

Tujuan penyusunan panduan

Panduan ini disusun untuk memberikan pemahaman dan 
keterampilan bagi para petani hutan dalam mendapatkan ser-
tifikat legalitas kayu (S-LK).

Panduan ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang 
praktis dan mudah dipahami oleh para petani hutan.

Siapa yang dapat menggunakan panduan ini?

Panduan ini terutama ditujukan untuk petani hutan atau 
kelompok tani hutan. Namun demikian, panduan ini juga dapat 
dimanfaatkan oleh penyuluh, pendamping masyarakat, pelaku 
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pasar kayu rakyat, dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang 
bergerak dalam pembangunan masyarakat desa. 

Apa yang dibahas dalam panduan ini?

Panduan ini mencakup penjelasan singkat tentang SVLK 
bagi petani hutan. Uraian yang disajikan meliputi definisi SVLK, 
jenis sertifikat legalitas kayu, persyaratan mendapatkan sertifikat 
legalitas kayu, proses pengajuan sertifikat legalitas kayu, dan 
manfaat yang diperoleh dari SVLK.
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PENGENALAN SVLK

Pengertian SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem 
yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas 
kayu serta ketelusuran (asal usul) kayu. Pengertian ini mengacu 
pada Peraturan Menteri Kehutanan P.30 tahun 2016.

SVLK adalah mekanisme atau perangkat yang digunakan 
untuk menilai keabsahan kayu yang diperdagangkan. Peni lai-
an tersebut berdasarkan pemenuhan dokumen yang diper-
syaratkan.

SVLK dibangun untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan 
hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu Indonesia.  SVLK 
bertujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan 
dan peningkatan perdagangan kayu legal.

Jenis SVLK

Ada 3 tipe dokumen yang diatur dalam Permenhut 
P30/2016, yaitu:
1. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  (S-PHPL),
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),
3. Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). 
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Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat 
keterangan yang diberikan kepada pemegang izin 
atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan 
keberhasilan pengelolaan hutan lestari. 

Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya di singkat 
S-LK adalah surat keterangan yang di berikan kepada 
pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, 
Industri Rumah Tangga (IRT)/Pengrajin atau 
pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa 
pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/
Pengrajin atau pe milik hutan hak telah memenuhi 
standar legalitas kayu.

Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya 
disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian 
yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti 
pemenuhan atas persyaratan. 

Dokumen SVLK yang dapat dimiliki oleh pemilik hutan adalah 
S-LK atau Sertifikat Legalitas Kayu. Kayu yang berasal dari areal 
hutan yang telah mendapat S-LK telah memenuhi standar legalitas 
kayu. Apabila belum memiliki S-LK, maka pemilik kayu hutan hak 
dapat menerbitkan DKP atau Dokumen Kesesuaian Pemasok. 
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Informasi mengenai mekanisme penerbitan DKP akan 
diuraikan pada bagian selanjutnya setelah penjelasan mengenai 
prosedur S-LK.

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal adalah tanda atas terpenuhinya standar 
PHPL atau S-LK pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen 
angkutan. Tanda V-Legal ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tanda V-Legal

Siapa yang menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu?

Penerbit dokumen V-Legal untuk sertifikat legalitas kayu 
dari hutan hak adalah Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) 
atau secara umum dikenal sebagai lembaga auditor SVLK. 

Lembaga ini merupakan bagian dari Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independent (LP&VI) yang khusus melaksanakan 
penilaian atas legalitas kayu. Gambar 2 merupakan ilustrasi 
lembaga-lembaga yang melaksanakan proses V-LK.
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Gambar 2. Bagan proses dan lembaga verifikasi

Daftar LVLK disajikan pada Lampiran 1.

Berapa lama Sertifikat Legalitas Kayu berlaku?

S-LK bagi pemilik hutan hak berlaku selama 10 (sepuluh) 
tahun sejak diterbitkan. Pada periode tersebut harus dilakukan 
penilikan atau surveillance minimal setiap 2 tahun sekali.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya 
masa berlaku S-LK, perorangan atau kelompok pemilik hutan hak 
mengajukan permohonan sertifikasi ulang kepada LV-LK.

Laporan pernyataan keberatan

pernyataan keberatan
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